LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN SLEMAN

(Berita Resmi Kabupaten Sleman)

Nomor: 1 Tahun 2011 Seri: C

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 1 TAHUN 2011

TENTANG PAJAK HOTEL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SLEMAN,

Menimbang . a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008, yang berbunyi pajak
daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli
daerah;

b. bahwa salah satu sumber pendapatan asli daerah
adalah pajak hotel yang berdasarkan Pasal 2 ayat (2)
huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, merupakan salah satu
Jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

C.
dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk

Peraturan Daerah tentang Pajak Hotel;
Mengi — Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang
engingat : " Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan

Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);



Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Aatas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indoneisa Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik  Indonesia ~ Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950
Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan
Daerah Istimewa  Yogyakarta  (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun
2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah
Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah  Kabupaten
Sleman Tahun 2005 Nomor 1 Seri D); Peraturan
Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2008
tentang

Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan
Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah
Kabupaten Sleman Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN

Menetapkan

dan

BUPATI SLEMAN MEMUTUSKAN:
PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK HOTEL.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.  Daerah adalah Kabupaten Sleman.



10.

11.

12.

13.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah.

Bupati ialah Bupati Sleman.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan
pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD,
Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Kecamatan.

Pejabat yang ditunjuk, yang selanjutnya disebut pejabat, adalah pegawai yang
diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan
perundang- undangan yang berlaku.

Pajak hotel, yang selanjutnya disebut pajak, adalah pajak atas pelayanan
yang disediakan oleh hotel.

Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk
jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel,
losmen, gubug pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah
penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari
10 (sepuluh).

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan,
baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang
meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan
Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana
pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi
sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya
termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah
surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan
dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak ,dan/atau
harta dan kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD,
adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan
menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah
melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat
SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah
pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran
pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih
harus dibayar.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya
disingkat SKPDKBT, adalah suart ketetaoan yang menentukan tambahan atas
jumlah pajak yang telah ditetapkan.

Surat Ketetapan Daerah Lebih Bayar, yang selnajutnya disingkat SKPDLB,
adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran
pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau
seharusnya tidak terutang.



14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SDPDN,
adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama
besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada
kredit pajak.

Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat
untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga
dan/atau denda.

Surat keputusan pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan
kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan
ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah
yang terdapat dalam surat ketetapan pajak daerah kurang bayar, surat
ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak daerah
nihil, surat ketetapan pajak daerah lebih bayar, surat tagihan pajak daerah,
surat keputusan pembetulan, atau surat keputusan keberatan.

Surat keputusan keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap
surat ketetapan pajak daerah kurang bayar, surat ketetapan pajak daerah kurang
bayar tambahan, surat ketetapan pajak daerah nihil, surat ketetapan pajak
daerah lebih bayar, atau surat tagihan pajak daerah yang diajukan oleh wajib
pajak.

Putusan banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap
surat keputusan keberatan yang diajukan oleh wajib pajak.

Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara
teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi
harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan
dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan
keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak
tersebut.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah
data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan
profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam
rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB Il
NAMA, OBJEK, SUBJEK, DAN WAIJIB PAJAK

Pasal 2

Dengan nama pajak hotel dipungut pajak atas setiap pelayanan yang disediakan hotel
dengan pembayaran.

1)

Pasal 3
Objek pajak adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan
pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang



sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas
olahraga dan hiburan.

2) Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas
telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, seterika,
transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel.

3)  Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau
Pemerintah Daerah;
jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya;
jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;

d. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti
asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan

e. Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh
hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

Pasal 4
1) Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan
pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.
2)  Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel

BAB Il
DASAR PENGENAAN, TARIF, DAN CARA PERHITUNGHAN PAJAK

Pasal 5
Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar
kepada hotel.

Pasal 6
Tarif pajak ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen), kecuali untuk rumah kos tarif
pajak ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 7
Besaran pokok pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif
sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebaimana
dimaksud dalam pasal 5.

BAB IV
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 8
Pajak yang terutang dipungut di Wilayah tenpat hotel derlokasi



BAB V
MASA PANJANG DAN PAJAK TERUTANG

Pasal 9
Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender, yang
menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak
yang terutang.

Pasal 10
Pajak yang terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pelayanan yang disediakan
atau dikelola oleh hotel.

BAB VI
PEMUNGUTAN DAN PENETAPAN PAJAK

Bagian Kesatu
SPTPD

Pasal 11
1)  Setiap wajib pajak wajib mengisi SPTPD
2) SPTPD wajib diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani
oleh wajib pajak.
3) SPTPD wajib disampaikan kepada Bupati dalam jangka waktu 20 ( dua
puluh) hari setelah berakhirnya masa pajak.

Bagian Kedua
Tata Cara Pemungutan Pajak

Pasal 12
Wajib pajak membayar pajak yang terutang dan membayar sendiri dengan
berdasarkan SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT.

Pasal 13
1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati
atau Pejabat dapat menerbitkan:
a. SKPDKB dalam hal:
1. Jika jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak

yang terutang tidak atau kurang dibayar;

2. jika SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati dalam jangka waktu 20
(dua puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (3) dan
setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya

sebagaimana ditentukan dalam surat teguran;



2)

3)

4)

5)

3. Jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang
terutang dihitung secara jabatan.

b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula
belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang
terutang

c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah
kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 dikenakan sanksi

administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari
pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama

24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa

kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak
tersebut.

Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika wajib

pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a angka 3 dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan

sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi
administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari

pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24

(dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian, penerbitan, penyampaian
SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan SKPDN diatur dengan Peraturan Bupati.

1)

2)

Bagian Ketiga
STPD

Pasal 15

Bupati atau pejabat dapat menerbitkan STPD jika:
a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai

akibat salah tulis dan/atau salah hitung
c. wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi
administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk
jangka waktu paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya
pajak.



1)

2)

3)

4)

5)

1)

2)

1)

2)

3)

BAB VI
TATA CARA PEMBAYARAN DNA PENAGIHAN

Pasal 16
Bupati atau pejabat menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan
penyetoran pajak yang terutang paling lama 20 (dua puluh) hari setelah
berakhirnya masa pajak.
SKPDKB, SKPDKBT, STPD, surat keputusan pembetulan, surat keputusan
keberatan, dan putusan banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus
dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi
dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
Bupati atau pejabat atas permohonan wajib pajak setelah memenuhi
persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib
pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan
bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.
Wajib pajak yang telah melakukan pembayaran atau penyetoran pajak atas
pajak yang terutang diberikan SSPD.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran,
tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran pajak diatur
dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17
Pajak yang terutang berdasarkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, surat
keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, dan putusan banding yang
tidak atau kurang dibayar oleh wajib pajak pada waktunya dapat ditagih
dengan surat paksa.
Penagihan pajak dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan
perundang- undangan yang berlaku

BAB VIII
KEBERATAN BANDING

Pasal 18
Wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat
atas suatu:

a. SKPDKB;
b. SKPDKBT;
c. SKPDLB;
d. SKPDN; dan
e. STPD.

Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan
disertai alasan- alasan yang jelas.

Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan
sejak tanggal surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali jika wajib



4)

5)

6)

1)

2)

3)

1)

2)

3)

1)

2)

3)

pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi
karena keadaan di luar kekuasaannya.

Keberatan dapat diajukan apabila wajib pajak telah membayar paling
sedikit sejumlah yang telah disetujui wajib pajak.

Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak dianggap sebagai surat
keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.

Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Bupati atau pejabat
atau tanda pengiriman surat keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda
bukti penerimaan surat keberatan.

Pasal 19
Bupati atau pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan,
sejak tanggal surat keberatan diterima, harus memberi keputusan atas
keberatan yang diajukan.
Keputusan Bupati atau pejabat atas keberatan dapat berupa menerima
seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya pajak yang
terutang.
Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan
Bupati atau pejabat tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan
tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 20

Wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada
pengadilan pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan
oleh Bupati.

Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan
secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam
jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari
surat keputusan keberatan tersebut.

Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban membayar
pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan putusan banding.

Pasal 21
Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau
seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah
imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua
puluh empat) bulan.
Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan
pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.
Dalam hal keberatan wajib pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, wajib
pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh
persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi
dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.



4)

5)

1)

2)

1)

2)

3)

Dalam hal wajib pajak mengajukan permohonan banding, sanksi
administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.

Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, wajib
pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus
persen) dari jumlah pajak berdasarkan putusan banding dikurangi dengan
pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

BAB IX
PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN

Pasal 22
Bupati berdasarkan permohonan wajib pajak dapat memberikan
pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian pengurangan,
keringanan, dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X

PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, DAN

PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 23

Atas permohonan wajib pajak atau karena jabatannya, Bupati atau pajabat

dapat membetulkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau

SKPDLB vyang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau

kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam

peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Bupati atau pejabat dapat:

a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga,
denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-
undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena
kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya,;

b. mengurangkan atau membatalkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD,
SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;

c. mengurangkan atau membatalkan STPD;

d. membatalkan  hasil pemeriksaan atau  ketetapan pajak yang
dilaksanakan  atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang
ditentukan; dan

e. mengurangkan Kketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan
kemampuan membayar wajib pajak atau kondisi tertentu objek pajak.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan

sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak diatur

dengan Peraturan Bupati.
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2)

3)
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BAB Xl
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 24
Atas kelebihan pembayaran pajak, wajib pajak dapat mengajukan
permohonan pengembalian kepada Bupati.
Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak
diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui
dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian
pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan
dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
Apabila wajib pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran
pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk
melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut.
Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak
diterbitkannya SKPDLB.
Jika pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat 2
(dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua
persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran
pajak.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pajak
diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
KEDALUARSA PENAGIHAN

Pasal 25

Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kedaluwarsa setelah
melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangny pajak,
kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan
daerah.
Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tertangguh apabila:
a. diterbitkan surat teguran dan/atau surat paksa; atau
b. ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak, baik langsung maupun tidak

langsung.
Dalam hal diterbitkan surat teguran dan/atau surat paksa sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak
tanggal penyampaian surat teguran dan/atau surat paksa.



4)

5)
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3)

Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b adalah wajib pajak dengan kesadarannya menyatakan masih
mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau
penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib pajak.

Pasal 26
Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan
penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang pajak yang sudah
kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang pajak
yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 27
Wajib pajak yang melakukan wusaha dengan omzet paling sedikit
Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan
pembukuan atau pencatatan.
Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria wajib pajak dan penentuan besaran
omzet serta tata cara pembukuan atau pencatatan diatur dengan Peraturan
Bupati.

Pasal 28

Bupati atau pejabat berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguiji

kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka

melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Wajib pajak yang diperiksa wajib:

a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen
yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek
pajak yang terutang;

b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang
dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
dan/atau

c. memberikan keterangan yang diperlukan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan pajak diatur dengan

Peraturan Bupati.
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BAB XIV
ALOKASI PENERIMAAN PAJAK

Pasal 29

Hasil penerimaan pajak, dialokasikan sebesar 10% dengan peruntukan
sebagai berikut:
a. 1% (satu persen) untuk wajib pajak berprestasi yang memenuhi

kewajiban perpajakan;
b. 9% (sembilan persen) untuk kegiatan promosi wisata daerah.
Ketentuan lebih lanjut mengenai alokasi hasil penerimaan pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV
KETENTUAN KHUSUS

Pasal 30
Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala
sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh wajib pajak dalam
rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan daerah.
Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga
ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
adalah:
a. pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam
sidang pengadilan; dan
b. pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk
memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi
Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang
keuangan daerah.
Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberi izin tertulis
kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan,
memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang wajib pajak kepada pihak yang
ditunjuk.
Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau
perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum
acara perdata, Bupati dapat memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan wajib
pajak yang ada padanya.
Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus
menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta,



1)

2)

3)

serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan
keterangan yang diminta.

BAB XVI
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 31

Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi
wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak
pidana di bidang perpajakan daerah, sebagaimana dimaksud dalam
undang-undang hukum acara pidana.

Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a.

menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau
laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah agar
keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang

pribadi  atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan
sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah;

meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan
sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;

. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak

pidana di bidang perpajakan daerah;

melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan,
pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan
bukti tersebut;

meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan
tindak pidana di bidang perpajakan daerah;

. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan

atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa
identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana
dimaksud pada huruf e;

. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan

daerah;

. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai

tersangka atau saksi;
menghentikan penyidikan; dan/atau

. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak

pidana di bidang perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya
penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum
melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan
ketentuan yang diatur dalam undang-undang hukum acara pidana.



BAB XVII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 32

1) Wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD
atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan
keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat
dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana
denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau
kurang dibayar.

2) Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau
mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan
yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana
dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling
banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 33
Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak dituntut setelah
melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak atau
berakhirnya masa pajak atau berakhirnya bagian tahun pajak atau berakhirnya tahun
pajak yang bersangkutan.

Pasal 34

1) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang karena
kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana
kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak
Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).

2) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang dengan
sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan
tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal
30 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2
(dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta
rupiah).

3)  Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya
dilanggar.

4)  Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai
dengan sifatnya adalah menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau
Badan selaku wajib pajak, karena itu dijadikan tindak pidana pengaduan.

Pasal 35
Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, dan Pasal 34 ayat (1) dan
ayat (2) merupakan penerimaan negara.



BAB XVIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36
Terhadap objek pajak yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah
ini dan belum dibayar oleh wajib pajak, maka besarnya pajak yang terutang
didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2001 tentang
Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2007 Nomor 1 Seri A).

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37
Pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh organisasi perangkat daerah yang
mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang pemungutan pajak.

Pasal 38
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten
Sleman Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah
Kabupaten Sleman Tahun 2001, Nomor 1 Seri A) dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

Pasal 39
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman

pada tanggal 30 Maret
2011

BUPATI SLEMAN,

Capl/ttd
SRI PURNOMO



Diundangkan di Sleman pada tanggal 30 Maret 2011
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SLEMAN,

Caplttd

SUTRISNO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2011 NOMOR 1
SERI C



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 1 TAHUN 2011

TENTANG
PAJAK HOTEL

UMUM

Sesuai dengan prinsip otonomi daerah, dalam pemberian kewenangan
penyelenggaraan urusan bidang pemerintahan kepada daerah harus disertai
dengan sumber-sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan daerah,
pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting
guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 157 Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah, dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat dan meningkatkan kemandirian daerah berdasarkan prinsip
demokrasi, pemerataan, keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas
dengan memperhatikan potensi daerah

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka semua Peraturan Daerah yang
mengatur pajak daerah harus menyesuaikan dengan undang-undang tersebut.
Peraturan Daerah tentang Pajak Hotel ini akan menjadi pedoman dalam upaya
penanganan dan pengelolaan pajak hotel guna meningkatkan penerimaan
daerah.

Pajak hotel mempunyai peranan penting untuk mendorong
pembangunan daerah, meningkatkan pendapatan daerah dalam rangka untuk
kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Selain itu dengan Peraturan Daerah ini
diharapkan ada peningkatan kesadaran masyarakat dalam memenuhi
kewajiban perpajakan.

Atas dasar pertimbangan tersebut  perlu membentuk Peraturan
Daerah tentang Pajak Hotel.

PASAL DEMI PASAL
Pasal 1

Cukup jelas.
Pasal 2

Cukup jelas.
Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.



Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Yang dimaksud dengan jasa tempat tinggal asrama yang
diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah adalah jasa
tempat tinggal asrama yang dikelola oleh Pemerintah atau Pemerintah
Daerah, dan tidak bersifat mencari keuntungan.
Huruf b
Pengecualian apartemen, kondominium,dan sejenisnya didasarkan
atas izin usahanya.
Huruf ¢
Yang dimaksud dengan jasa tempat tinggal di pusat pendidikan
adalah jasa tempat tinggal yang dikelola oleh pusat pendidikan
untuk kepentingan pendidikan, dan tidak bersifat mencari keuntungan.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas. Pasal 6
Yang dimaksud dengan “rumah kos” adalah bangunan dalam
bentuk kamar atau bangunan rumah dengan jumlah kamar lebih dari 10
(sepuluh), atau bangunan- bangunan rumah yang berada dalam 1 (satu)
lokasi yang dimiliki oleh 1 (satu) pemilik dan/atau pengguna dengan
keseluruhan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Wajib pajak melaporkan pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD,
dan jika wajib pajak yang diberi kepercayaan menghitung,
memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang



tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya, dapat diterbitkan
SKPDKB dan/atau SKPDKBT yang menjadi sarana penagihan.
Pasal 13
Ayat (1)
Ketentuan ini memberi kewenangan kepada Bupati atau pejabat untuk
dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT atau SKPDN hanya terhadap
kasus-kasus tertentu, dengan perkataan lain hanya terhadap wajib pajak
tertentu yang nyata- nyata atau berdasarkan hasil pemeriksaan tidak
memenuhi kewajiban formal dan/atau kewajiban material.
Huruf a
Angka 1
Cukup jelas
Angka 2
Cukup jelas. Angka 3
Yang dimaksud dengan ‘“penetapan secara jabatan” adalah
penetapan besarnya pajak terutang yang dilakukan oleh Bupati atau
pejabat berdasarkan data yang ada atau keterangan lain yang
dimiliki oleh Bupati atau pejabat.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Ayat (2)
Ketentuan ini mengatur sanksi terhadap wajib pajak yang
tidak memenuhi kewajiban perpajakannya yaitu mengenakan
sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen)
sebulan dari pajak yang tidak atau terlambat dibayar untuk
jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan atas pajak
yang tidak atau terlambat dibayar. Sanksi administratif berupa
bunga dihitung sejak saat terutangnya pajak sampai dengan
diterbitkannya SKPDKB.
Ayat (3)
Dalam hal wajib pajak tidak memenuhi  kewajiban
perpajakannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu
dengan ditemukannya data baru dan/atau data yang semula belum
terungkap yang berasal dari hasil pemeriksaan sehingga pajak yang
terutang bertambah, maka terhadap wajib pajak dikenakan sanksi
administratif berupa kenaikan 100% (seratus persen) dari
jumlah kekurangan pajak. Sanksi administratif ini tidak dikenakan
apabila wajib pajak melaporkannya sebelum diadakan tindakan
pemeriksaan.



Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5)
Dalam hal wajib pajak tidak memenuhi  kewajiban
perpajakannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka
3, yaitu wajib pajak tidak mengisi SPTPD yang seharusnya
dilakukannya, dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan
pajak sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak yang
terutang. Dalam kasus ini, Bupati atau pejabat menetapkan pajak
yang terutang secara jabatan melalui penerbitan SKPDKB. Selain
sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh
lima persen) dari pokok pajak yang terutang juga dikenakan sanksi
administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan
dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk
jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan. Sanksi
administratif berupa bunga dihitung sejak saat terutangnya pajak
sampai dengan diterbitkannya SKPDKB.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas



Huruf ¢
Cukup jelas
Hufruf d
Cukup jelas
Huruf e
Yang dimaksud dengan “kondisi tertentu objek pajak”, antara lain,
lahan pertanian yang sangatterbatas, bangunan ditempati sendiri yang
dikuasai atau dimiliki oleh golongan wajib pajak tertentu.
Ayat(3)
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Ayat (1)
Pengenaan pidana kurungan dan pidana denda kepada tenaga ahli yang
ditunjuk oleh Bupati dimaksudkan untuk menjamin bahwa kerahasiaan
mengenai perpajakan daerah tidak akan diberitahukan kepada pihak lain,
juga agar wajib pajak dalam memberikan data dan keterangan kepada
pejabat mengenai perpajakan daerah tidak ragu-ragu.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas



Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 36



PEDOMAN WAWANCARA
Implementasi Peraturan Daerah nomor 1 tahun 2011 tentang Pajak Hotel
dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sleman
No Indikator Pertanyaan
1. Apa saja aturan yang mengatur
tentang implementasi kebijakan
khususnya dalam pajak hotel?
2. Apa yang menjadi standarisasi,
1. Tujuan dan sasaran tujuan dari kebijakan pajak hotel di
Kabupaten Sleman?
3. Apakah implementasi kebijakan
ini sudah mencapai sasaran yang

diinginkan?
Upaya pemerintah dalam 4. Upaya apa Yyang Bapak/lbu
3. meningkatkan pendapatan asli lakukan  untuk  meningkatkan
daerah penerimaan pajak?

5. Apakah target penerimaan hotel
tercapai setiap tahunnya?

6. Seberapa besar kontribusi pajak
hotel terhadap Pendapatan Asli
Daerah?

Hasil implementasi peraturan
daerah

Faktor-faktor yang memepengaruhi Implementasi Peraturan Daerah nomor 1
tahun 2011 tentang Pajak Hotel dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah
di Kabupaten Sleman

No Indikator Pertanyaan

a. Aspek Hukum

1. Apa saja aturan yang mengatur
tentang implementasi perauran
daerah pajak hotel khususnya
dalam meningkatkan PAD?

b. Aspek Komunikasi

1. Bagaimana proses pengiriman
perintah dan arahan dari aparat
pajak kepada wajib pajak?

2. Apakah cara penyampaian
informasi yang dilakukan aparat
pajak sudah cukup jelas bagi
wajib pajak?

3. Berapa Kkali sekali diadakan
sosialisasi tentang pajak hotel?

4. Bagaimana komunikasi
pimpinan dengan aparat
pelaksana pajak?

5. Bagaimana komunikasi aparat
pajak dengan wajib pajak?

a. Aspek Sumber Daya Manusia
2. Faktor Penghambat 1. Siapa yang bertugas melakukan
pemugutan pajak di lapangan?

1. Faktor Pendukung




4.

5.

. Informasi apa saja Yyang

disampaikan oleh aparat pajak
kepada wajib pajak?

Siapa yang bertanggung jawab
terhadap pemungutan pajak?
Fasilitas apa saja yang didapat
oleh pengutan pajak?

Berapa jumlah staf Dinas
Pendapatan Daerah?

b. Aspek Kesadaran Wajib Pajak

1.

Bagaimana cara aparat pajak
dalam meningkatkan kesadaran
wajib pajak terhadap pajak yang
terutang?

c. Aspek Penegakan Hukum

1.

2.

Apakah peraturan yang berlaku
sudah diterapkan di lapangan?
Apa saja sanksi yang diterima
wajib pajak yang terlambat
melaporkan hasil pajak
terutangnya?

Bagaimana cara aparat pajak
dalam menegakkan hukum yang
sudah berlaku?




DAFTAR HOTEL BINTANG

KABUPATEN SLEMAN

Tempat Tingkat
No Nama Hotel Alamat Kelas | Kamar tidur Non Suite SUite
1. | Cakra Kembang | JI. Kaliurang KM. 5,5 No. 44, Depok ikl 65 111 400.000-400.000 670.000-670.000
2. | Cakra Kusuma JI. Kaliurang KM. 5,2 No. 25, Depok ikl 70 132 440.000-750.000 | 1.200.000-1.500.000
3. | Crystal Lotus JI. Magelang Km 5,2 Tr 03 Rw 28 ool 139 280 800.000-1.600.000 | 1.700.000-2.300.000
4. | Grand Cokro JI. Gejayan No. 37, Depok ookl 107 160 350.000-500.000 | 1.000.000-1.000.000
5. | Griya Persada JI. Boyong No. 99 Kaliurang Barat, Fhx 103 207 300.000-1.200.000 | 1.500.000-2.500.000
Pakem
6. | Hyatt Regency JI. Palangan Tentara Pelajar, Ngaglik Fkkkx 269 368 888.000-1.388.000 | 2.388.000-6.388.000
7. | Jayakarta JI. Laksada Adisucipto KM. 8, Depok folalel 129 215 786.5000- 3.025.000-7.260.000
Yogyakarta Hotel 1.028.5000
& Spa
8. | Jogjakarta Plaza |JI. Gejayan, Komplek Colombo, | **** 157 157 500.000-500.000 | 1.000.000-2.000.000
(Radisson) Depok
9. | Kangen Boutiq JI. Magelang No. 27 Km. 58| *** 40 60 350.000-450.000
Kutupatan
10. | LPP Convention | Jl.Demangan Baru No. 8, Depok ikl 50 90 400.000-650.000 550.000-1.500.000
11. | Merapi Merbabu | JI. Seturan Raya, Catur Tunggal, | **** 134 208 1.356.000- 2.756.000-5.945.000
Depok 1.695.000
12. | Paku Mas Ngopuro, No. 35 Gowok, CT, Depok * 45 78 305.000-325.000 340.000-385.000
13. | Poeri Devata | Klurak, Tamanmartani, Kalasan *x 20 40 500.000-726.000
Resort Gotel
14. | Putri Artha JI. Cendrawasih No. 36, Depok ol 70 85 709.000-869.000 | 1.049.000-2.354.000
15. | Quality Hotel | JI. Laksda Adisucipto KM. 8 No. 48, | **** 192 305 558.000-850.000 950.000-8.000.000
Yogyakarta Depok
16. | Quin Colombo JI. Raya Yogya — Solo Km 14 el 69 113 5000.000-960.000 | 850.000-1.200.000




17. | Royal JI. Laksda Adi Sucipto No. 81, Depok | ***** 247 325 860.000-1.450.000 | 2.600.000-6.050.000
Ambarrukmo
18. | Sahid Raya | JI. Babarsari, Tambak Bayan, Depok falalaled 77 126 475.000-550.000 | 1.250.000-1.500.000
Yogya
19. | Sejahtera Family | JI. Pringgodani No. 22, Depok okl 110 160 650.000-1.750.000
20. | Seturan JI. Seturan No. 13 Catur Tunggal, * 40 40 150.000-175.000
Depok
21. | Sheratorn JI. Laksda Adisucipto KM. 8,7 Depok | ***** 246 365 858.000-1.584.000 | 1.848.000-2.772.000
Mustika
22. | Sri Wedari JI. Laksda Adisucipto KM. 6, Depok foleiel 60 120 575.000-700.000 800.000-1.150.000
23. | UNY JI. Colombo, Karangmalang, UNY, *k 131 235 400.000-600.000 750.000-1.500.000
Depok
24. | The Sahid Rich | JI. Magelang Km, 6 No. 18 Kutupatran | **** 179 275 850.000-850.000 | 1.500.000-2.500.000
Jogja Hotel Mati
25. | The Victoria JI. Laksda Adi Sucipto Km. 5, Depok ol 66 99 300.000-360.000
26. | MM UGM wisma | JI. Colombo No. 1 Depok ikl 138 204 375.000-525.000




